PAGE  
25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran


Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba dengan memproduksi barang/jasa untuk dijual ke konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap tahap kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan suatu perencanaan yang secara cermat terhadap sumber daya yang tersedia, agar dapat dimanfaatkan secara material.


Didorong oleh situasi tersebut maka manajemen memerlukan perangkat yang mampu membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi tersebut, saah satu alat manajemen itu adalah anggaran, karena anggaran dapat berfungsi sekaligus berperan untuk memenuhi dua fungsi manajemen yaitu perencanaan dan pengendalian.

2.1.1 Pengertian Anggaran


Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (Planning), perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.


Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya tindakan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.


Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan umpan maju (Feed Forward), agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manager dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Dimana salah satu jenis perencanaan adalah perencanaan anggaran (Budgeting).  

Menurut M. Nafarin definisi anggaran dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.” (2004:12)


Menurut Blocher/Chen/Lin definisi anggaran yang diterjemahkan oleh Dra. A. Susty Ambarriani, Msi.,Akt dalam bukunya “Manajemen Biaya” adalah sebagai berikut:


“Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi untuk mengindentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran.”(2000:350)


Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan definisi anggaran dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” adalah sebagai berikut :

“Anggaran adalah alat untuk memberikan informasi ke pihak manajemen mengenai rencana yang dimiliki oleh seorang kepala divisi untuk tahun berikutnya agar pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap rencana-rencana yang telah disusun.” (2002:138)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran (Budgeting) merupakan suatu alat atau rencana yang dinyatakan dalam unit moneter serta penyusunannya harus di musyawarahkan terlebih dahulu sehingga hasilnya dapat memberikan informasi kepada manajemen agar dapat mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Dan dibuat dalam bentuk tertulis serta secara sistematis dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan anggaran yang telah ditetapkan karena perencanaan anggaran ini digunakan dalam periode tertentu yang akan datang. 

2.1.2 Karakteristik Anggaran


Anggaran harus disusun dan dihitung secara cermat agar operasionalisasi perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter). 

2. Umumnya anggaran mencakup jangka waktu satu tahun.

3. Anggaran berisikan komitmen/kesanggupan manajemen yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran.

4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang/otoritas yang lebih tinggi dari yang menyusunnya.

5. Anggaran yang telah disetujui dan disahkan dapat berubah dibawah kondisi-kondisi tertentu.

6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik dan harian yang terjadi dianalisis dan dijelaskan.

Dari uraian diatas dapat diikhtisarkan bahwa anggaran harus berupa satuan keuangan yang mencakup jangka satu tahun, berisi komitmen, disetujui oleh pihak yang mempunyai wewenang lebih tinggi dari penyusunnya, dapat berubah dalam kondisi tertentu dan berupa hasil aktual.

2.1.3 Klasifikasi Anggaran


Klasifikasi anggaran ditujukan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

a. Untuk memudahkan proses perumusan sasaran program-program yang hendak dilakukan.

b. Untuk memudahkan proses formulasi penerimaan dan pengeluaran secara kuantitatif.

c. Untuk memudahan pelaksanaan anggaran.

d. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan anggaran.

e. Untuk memudahkan pelaksanaan analisa ekonomi

f. Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran.

g. Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran yang telah digariskan.

Sedangkan klasifikasi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi Organik

Dalam klasifikasi organik anggaran di kelompokkan menurut departemen-departemen atau lembaga-lembaga dan ditunjuknya seseorang yang bertanggung jawab untuk unit organisasi yang berada di dalam lembaga tersebut. Klasifikasi ini ditujukan agar tercipta kemudahan pengawasan terhaap unit pengguna uang.

b. Klasifikasi Fungsional

Klasifikasi fungsional biasanya digunakan untuk menunjukkan tujuan umum yang hendak dicapai oleh pengeluaran pemerintah. Dimana semua pengeluaran untuk tugas-tugas yang sama dikelompokkan jadi satu, misalnya pengeluaran untuk pendidikan yang sekarang tersebar pada departemen, dijadikan satu kelompok.

c. Klasifikasi Ekonomi

Di dalam klasifikasi ekonomi anggaran dikelompokkan sedemikian rupa dengan maksud atau memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

d. Klasifikasi Objek

Dalam klasifikasi objek, diterapkan bahwa untuk tiap unit kegiatan disusun anggaran tersedia, misalnya anggaran atau proyek-proyek. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengendalian pelaksanaan anggaran.

e. Klasifikasi Performance

Klasifikasi performance merupakan bentuk perwujudan sistem anggaran yang menitik beratkan  pada unsur pengendalian manajemen (manajemen control) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tidak ditetapkan suatu standar untuk mempermudah penilaian dari hasil pelaksanaan pekerjaan.

f. Klasifikasi berdasarkan program

Klasifikasi berdasarkan program ini lebih memuaskan perhatiannya terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghubungkan langkah-langkah yang akan di tempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

g. Klasifikasi terpadu

Karena tak ada satu pun klasifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi pemerintah, maka seringkali di jumpai kombinasi dan berbagai metode klasifikasi yang ada dan metode inilah yang di sebut klasifikasi terpadu.

2.1.4 Tujuan Anggaran


Perencanaan anggaran merupakan salah satu bagian saja dari rencana-rencana perusahaan, karena perencanaan ini mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik itu pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, anggaran mempunyai tujuan yang secara garis besar untuk mengatur aktivitas yang akan dilakukan perusahaan dan tujuan itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber penggunaan dana.

2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun dengan anggaran yang lebih jelas dan nyata terlihat.

6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan sekumpulan yang berkaitan dengan keuangan.

2.1.5 Manfaat Anggaran


Dalam suatu proses kegiatan (aktivitas) yang dilakukan perusahaan, anggaran memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan tersebut dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai.

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

6. Sumber daya, seperti : Tenaga kerja, Peralatan, dan Dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

7. Alat pendidikan bagi para manajer.

2.1.6 Kelemahan Anggaran


Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain :

1. Anggaran dibuat berdasar taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.

2. Menyusun anggaran yang sama memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif ) dan akurat.

3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.1.7 Macam-Macam Anggaran

   Anggaran dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandangan berikut ini:

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran Variabel yaitu, anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.

b. Anggaran Tetap yaitu, anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu 

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat.

3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk yang menkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.

a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari:

· Anggaran penjualan 

· Anggaran biaya pabrik;

· Anggaran biaya bahan baku

· Anggaran biaya tenaga kerja langsung

· Anggaran biaya overhead pabrik

· Anggaran beban usaha

· Anggaran laporan rugi laba 

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari:

· Anggaran kas

· Anggaran piutang

· Anggaran persediaan

· Anggaran utang

· Anggaran neraca

2.2 Pemungutan Pajak


Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini, aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.2.1 Pengertian Pemungutan Pajak


Menurut Prof. Dr Mardiasmo definisi pemungutan pajak dalam buku “Perpajakan” adalah sebagai berikut: 


“Pemungutan pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. “(2003:11)


Menurut Rimsky K. Judesseno definisi pemungutan pajak dalam bukunya “Perpajakan Edisi Revisi” adalah sebagai berikut :


“Pemungutan pajak adalah sesuatu yang timbul akibat adanya masing-masing kepentingan dan kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintah.” (2001:2)


Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 definisi pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 


“Pemungutan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan melaksanakan penagihan pajak.” (2001:212)


Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak adalah serangkaian tindakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang timbul karena adanya masing-masing kepentingan dan kebutuhan baik pemerintah dan masyarakat. Dimana bagi pemerintah, pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dan bagi masyarakat, untuk mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah atau fasilitas untuk kepentingan umum. 

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak


Agar pemungutan tidak menemui hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.3 Tata cara pemungutan pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel :

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode     (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesunguhnya.

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.  Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak 

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus), Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Pajak

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan dan salah satunya adalah dari pajak. Dan yang dimaksud pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayar rakyat kepada pemerintah dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas-fasilitas umum. Selain itu juga pajak merupakan alat pemersatu bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa.
2.3.1 Pengertian Pajak


Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.


Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang pajak:

Menurut Mardiasmo., dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan edisi ke 3”, pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”(2000:1)

Menurut Erly Suandy definisi pajak dalam bukunya “Perencanaan Pajak” adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang  sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.” (2001:5)

Dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

2.3.2 Fungsi Pajak


Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap rokok, sehingga konsumsi para perokok dapat ditekan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber dana pembangunan khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah salah satunya dari pajak hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

2.3.3 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolah raga.

2.3.4 Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Dan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.


Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan, dimana penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dan hiburan adalah jenis pertunjukkan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

a. Pertunjukkan Film

b. Pertunjukkan Kesenian dan sejenisnya

c. Pagelaran Musik dan Tari

d. Diskotik

e. Karaoke, Pub dan Pusat Kebugaran

f. Klub Malam

g. Permainan Bilyard

h. Permainan Mesin Ketangkasan

i. Permainan ketangkasan dengan memakai alat

j. Panti Pijat

k. Mandi Uap

l. Kolam renang

m. Pertandingan Olahraga

n. Permainan Bowling

2.3.5 Dasar Pengenaan danTarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Dan yang dimaksud pembayaran adalah sejumlah nilai uang dan yang dapat disamakan dengan itu yang diterima sebagai imbalan atas jasa atau barang pemilik atau penyelenggara hiburan, termasuk didalamnya pembayaran atas tanda masuk. Dengan adanya alat tanda masuk maka menonton atau menikmati hiburan akan di anggap sah baik nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan.

Dan besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:

a. Pertunjukkan Film di bioskop ditetapkan:

1. Golongan A. II Utama sebesar 15% (lima belas persen)

2. Golongan A. II sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)

3. Golongan A. I sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)

4. Golongan B. II sebesar 10% (sepuluh persen)

5. Golongan B. I sebesar 10% (sepuluh persen)

6. Golongan C sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)

7. Golongan D sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)

8. Jenis keliling sebesar 5% (lima persen)

b. Pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pertunjukkan/pagelaran musik dan tari sebesar 25% (dua puluh lima persen)

d. Diskotik, Bar sebesar 30% (tiga puluh persen)

e. Karaoke, Pub sebesar 30% (tiga puluh persen)

f. Klab malam sebesar 30% (tiga puluh persen)

g. Permainan Bilyard sebesar 10% (sepuluh persen)

h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya :

1. Dewasa sebesar 25% (dua puluh lima persen)

2. Anak-anak sebesar 10% (sepuluh persen)

i. Panti Pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen)

j. Mandi uap dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)

k. Pertandingan olahraga sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)

l. Permainan Bowling sebesar 15% (lima belas persen)

m. Tempat rekreasi termasuk didalamnya kolam renang sebesar 10% (sepuluh persen)

2.4 Hubungan Anggaran terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan


Dalam melaksanakan roda kegiatan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan diperlukan suatu perencanaan, agar dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat tercapai atau dapat saling menunjang kegiatan-kegiatan semua bagian pada suatu perusahaan dan bahu-membahu secara bersama  menuju sasaran yang telah ditetapkan.  



Oleh karena itu, dalam suatu pemerintahan atau instansi pemerintahan diperlukan membuat perencanaan yang salah satunya adalah perencanaan anggaran. Dimana, perencanaan anggaran ini dibentuk dalam rencana kerja tahunan (RKT) dibuat secara tertulis berbentuk kuantitatif. Dan anggaran ini berdasarkan atas semua pendapatan yang diterima tahun sebelumnya atau realisasi, yang kemudian dibuat rencana kerja tahunan untuk menentukan anggaran tahun berikutnya. Sementara itu, dalam penyusunan suatu anggaran memerlukan banyak waktu dan banyak biaya, maka ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menyusun budget yang meliputi jangka waktu yang panjang. Namun demikian, tidak setiap perusahaan sesuai menggunakan anggaran yang berjangka panjang, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan penaksiran-penaksiran (forecasting) jangka panjang secara akurat yang sesuai menggunakan anggaran yang berjangka panjang. 


Perencanaan anggaran dalam suatu intansi pemerintahan dalam bidang perpajakan harus dibuat yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga manajemen dapat memperkirakan atau menafsir pendapatan yang akan diterima atas segala pemungutan pajak khususnya Pajak Hiburan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemungutan pajak khususnya Pajak Hiburan, penaksiran-penaksiran (forecasting) itu sangat diperlukan dalam bentuk perencanaan anggaran akibat adanya realisasi tahun sebelumnya.

11


